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ii. 

 
KATA PENGANTAR 

 

Rencana Kerja Sekertariat Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
dirancang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun dan dituangkan dalam buku ini. Buku ini berisikan 
Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Tahun 2015, dan 
merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang penyusunannya mengacu 
pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Tahun 2015 – 2019, dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Ditjen PHLHK.  

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2015 ini maka diharapkan tidak hanya 
memberikan arahan kepada seluruh jajaran Ditjen, akan tetapi juga dapat memberikan 
informasi kepada unit lainnya di lingkup KLHK, maupun di luar KLHK, mitra pembangunan 
dan masyarakat luas.  

Jakarta,             Juni 2015��

 
 
 

Direktur Jenderal  
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.40/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana 
Strategis Direktorat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015- 2019. 
Disebutkan bahwa Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi acuan 
dalam penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan menyusun Renstra Unit Kerja Eselon I dan Eselon II lingkup Kementerian 
Lingkungan Hidup Kehutanan, serta Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan Tahun 2019. Selanjutnya Renja Sekretariat  
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan 
pentingnya upaya strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan untuk penegakan 
hukum telaah ditetapkan melalui Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor: P.2/PHLHKSETDIT/2016 tentang Rencana Strategis (Renstra) 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019.  

Upaya tersebut dituangkan salah satunya sebagai Rencana Kerja Unit Kerja Sekretariat 
Direktorat Jenderal PHLHK yang menjadi kesepakatan baik dalam sasaran kegiatan, 
pendanaan maupun ukuran keberhasilannya sehingga seluruh aktifitas dapat mendorong 
tercapainya target yang telah digariskan di dalam Rencana Kerja Sekretariat Direktorat 
Jenderal PHLHK Tahun 2015 dan selanjutnya memberikan dampak pada pencapaian sasaran 
yang tercantum pada Renstra Kementerian LHK Tahun 2015 -2019. Proses penyusunan Renja 
Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK ini dilakukan melalui rangkaian diskusi dan 
penelaahan hasil evaluasi dengan melibatkan seluruh Bagian di lingkup Sekretariat Direktorat 
Jenderal PHLHK dengan pokok bahasan meliputi identifikasi permasalahan/kondisi 
pemungkin dalam pencapaian target yang telah digariskan dalam Renstra Sekretariat Direktorat 
Jenderal PHLHK, upaya- upaya yang akan dilakukan dan indikator keberhasilan.  
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KONDISI SAAT INI  

Rencana Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK merupakan penjabaran lebih lanjut dari 
Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
2015-2019 disusun berdasarkan target capaian pembangunan yang ditetapkan dalam di dalam 
Renstra Direktorat Jenderal PHLHK Tahun 2015-2019 sesuai Tugas dan Fungsi Sekretariat 
Direktorat Jenderal PHLHK dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.18/MENLH-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungn 
Hidup dan Kehutanan. Kinerja yang dicapai pada Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal 
PHLHK, diharapkan dapat mencapai kinerja pada skala Direktorat Jenderal PHLHK. 
Berdasarkan hasil restrukturisasi program dan kegiatan, Sekretariat Direktorat Jenderal 
PHLHK memiliki satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Direktorat Jenderal PHLHK. Output/keluaran kegiatan tersebut adalah 
penyelenggaraan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal PH LHK berjalan secara efektif dan 
efesien, baik di pusat maupun daerah (UPT dan Pemerintah Daerah). Dengan demikian Renstra 
Sekretariat Direktorat Jenderal PHLHK dimaksudkan untuk menyusun langkah-langkah 
strategis dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan.  

POTENSI DAN PERMASALAHAN  

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Ditjen PHLHK memiliki potensi dan juga 
menghadapi permasalahan, baik internal maupun eksternal, beberapa diantaranya telah 
diungkapkan dalam Sub Bab 1.1 tersebut di atas. Secara garis-besar, hasil identifikasi potensi 
dan permasalahan termaksud di atas adalah sebagai berikut:  

A. Internal�
a. Potensi:  

• Kewenangan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan menjadi 
lebih luas, sebagai implikasi dari bergabungnya dua Kementerian menjadi 
Kementerian LHK, antara lain karena bertambahnya jumlah Undang 
Undang yang berkenaan dengan urusan lingkungan hidup dan kehutanan. 
Peraturan perundang- undangan pada tingkatan normatif cukup sebagai 
landasan hukum.  

• Jumlah sumber daya potensial juga bertambah signifikan, sebagai implikasi 
dari �bergabungnya dua Kementerian menjadi Kementerian LHK. � 

• Sumberdaya aparatur pada tingkat manajemen sudah mendukung 
penerapan penegakan hukum.  
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b. Permasalahan: � 
§ Kapasitas penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan, terutama 

kapasitas sumberdaya manusia dan kapasitas teknologi pirantinya, relatif 
belum memadai untuk menghadapi/mengatasi tantangannya, mengingat 
pertumbuhan kapasitas lebih lamban dibandingkan dengan perkembangan 
problematik yang mesti dihadapi/diatasinya, seperti misalnya pada kasus 
kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi tiap tahun, kasus ancaman 
terhadap kepunahan sejumlah spesies dan penurunan keanekaragaman 
hayati yang cenderung meningkat, dst. Kapasitas Ditjen PHLHK, terutama 
leadership dan manajemennya, masih harus diperkuat, agar mampu 
meyakinkan pentingnya penegakan hukum lingkungan hidup kepada 
instansi-instansi terkait. Kapasitas yang sekarang ini akan menjadi relatif 
kurang memadai jika dibandingkan dengan tantangan dan situasi yang 
tumbuh dan berkembang pada kurun waktu belakangan ini hingga tahun 
2019. Sumberdaya aparatur pada tingkat operasional belum yang memadai 
relatif dibandingkan dengan tantangannya. Prasarana dan sarana belum 
memadai relatif dibandingkan dengan permasalahan teknis yang harus 
diatasi.  

§ Akses informasi bagi publik yang dinilai masih harus diperbaiki, antara lain 
agar publik dapat berperan serta, antara lain melalui mekanisme whistle 
blower, kontrol sosial, pengaduan, dan peranserta dalam mata rantai 
pengawasan dalam rangka penegakan hukum administrasi. � 

§ Jumlah PPNS dan PPLH tidak cukup untuk menghadapi tantangan yang 
dihadapi dalam melakukan kegiatan pengawasan dan penegakan hukum 
pidana, antara lain karena persoalan jabatan fungsional nya.  

§ Peraturan perundang-undangan pada tingkatan prosedur operasional belum 
lengkap dan atau perlu dimuthahirkan.  

B. Eksternal��
a. Potensi:  

• Peran penegakan hukum merupakan bagian penting dari isu mengenai 
keadilan, dan isu ini diposisikan pada tiga isu strategis dari Visi dan Misi 
Presiden Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (RPJMN 
2015-2019). � 

• Penegakan hukum lingkungan hidup diamanatkan secara eksplisit, kepada 
kementerian yang membidangi lingkungan hidup, oleh Undang Undang 
Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
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Hidup � 
• Besarnya harapan publik atas tegaknya keadilan, demikian juga perhatian, 

dukungan, aspirasi, dan ekspektasi publik yang besar pada keberhasilan 
penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan � 

b. Permasalahan: � 
§ Regulasi yang diperlukan sebagai dasar hukum untuk efektifitas 

pelaksanaan �penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan masih 
cukup banyak yang harus ditetapkan, antara lain peraturan mengenai 
kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, peraturan pelaksanaan mengenai 
keanekaragaman hayati, peraturan pelaksanaan mengenai perizinan 
lingkungan hidup, kepastian dan kejelasan hukum tentang batas-batas 
kawasan hutan dan lahan, dst. � 

§ Pembagian tugas-tugas penegakan hukum antara “pusat dan daerah” perlu 
segera dimutakhirkan aturan penyelarasannya, untuk mencegah terjadinya 
saling lempar urusan dari daerah ke pusat dan atau sebaliknya, karena 
perubahan cara kerja dan koordinasi di tingkat Pusat dan tingkat Daerah, 
yang merupakan implikasi dari penggabungan dua kementerian menjadi 
Kementerian LHK. � 

§ Kapasitas penegakan hukum di Kabupaten berada pada nilai indeks yang 
terendah, sedangkan di tingkat Nasional pada nilai indeks yang tertinggi. 
Kesejangan nilai indeks tersebut mengindikasikan bahwa diperlukan 
perubahan manajemen, baik oleh jajaran pemerintah di tingkat Pusat 
maupun di tingkat Daerah, agar penegakan hukum menjadi lebih berhasil.  

§ Kemungkinan turunnya kepercayaan publik atas efektifitas penegakan 
hukum perlu diantisipasi. � 

§ Meningkatnya kompleksitas dan moda baru perilaku kejahatan Lingkungan 
Hidup �dan Kehutanan. � 

§ Perubahan paradigma pemerintah yang ingin memberikan akses besar 
tehadap masyarakat menimbulkan banyaknya pendudukan hutan secara 
illegal. � 

§ Besarnya harapan rakyat akan keadilan. � 
§ Jumlah dan kompleksitas kasus-kasus lingkungan hidup dan kehutanan 

yang cenderung meningkat.  
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erupakan tahun kedua periode pem
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a tahunan 2015-2019, sehingga diharapkan dapat m

eletakkan kondisi pem
ungkin 

bagi akselerasi pencapaian target pem
bangunan tiga tahun berikutnya. K

egiatan D
ukungan M

anajem
en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Sekretariat D
irektorat Jenderal Penegakan H

ukum
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idup dan K
ehutanan diharapkan dapat m
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asi birokrasi dan tata 
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ukum
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Perkem
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a tahun berjalan.  

Perkiraan Capaian Indikator K
inerja Elem

en K
egiatan (IK

E) tahun 2016 sam
pai bulan D

esem
ber 2016 untuk m

endukung K
egiatan D

ukungan 
M

anajem
en dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat D

irektorat Jenderal Penegakan H
ukum

 Lingkungan H
idup dan K

ehutanan adalah 
sebagai berikut :  
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 BAB III 

KERANGKA PENDANAAN 
 

Skenario pendanaan Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan berdasarkan Kegiatan, Program, dan Sasaran Strategis tahun 2015, diuraikan pada 
Tabel 3.1. Skenario pendanaan tersebut telah mempertimbangkan segala kegiatan yang 
dibutuhkan dalam pengembangan baik infrastruktur, sumber daya manusia, maupun hasil 
evaluasi dari kinerja periode sebelumnya. Pendanaan ini tidak hanya dapat diperoleh dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga dapat diperoleh dari kerjasama 
baik dari dalam negeri maupun luar negeri selama tidak merugikan pemerintah.  

Kebutuhan pendanaan tersebut di susun secara terperinci setiap tahunnya berdasarkan sasaran 
dan indikator kinerja yang ditetapkan. Kebutuhan dana tahunan tersebut dapat dimanfaatkan 
langsung oleh unit kerja di Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan ataupun melalui delegasi terhadap badan tertentu demi mendukung 
tercapainya sasaran dan kinerja direktorat ini.  

 
KERANGKA PENDANAAN KEGIATAN  (Rp '000) 

  TA 2015 
Kegiatan   
Sekretariat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan 22.860.000 
  Unit Kegiatan     
  Program dan Evaluasi   5,715,000 

  

Kepegawaian, 
Organisasi, dan Tata 
Laksana   5,715,000 

  Keuangan dan Umum   5,715,000 

  
Hukum dan Kerjasama 
Teknik   5,715,000 
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Tabel Matrik Target dan Rencana Alokasi Pendanaan Dukungan Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
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																															Tabel	M
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1 
1 

10 
10 

10 
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K
egiatan/U

nit 
K

egiatan 
Sasaran U

nit 
K

egiatan 
Indikator U

nit 
K

egiatan 
T

arget 
R

encana A
lokasi (R

p ‘000) 
2015 

2016 
2017 

2018 
2019 

2015 
2016 

2017 
2018 

2019 
inform

asi berfungsi 
m

em
enuhi standar 

m
inim

al setiap tahun  
S1.P7.K

5.U
K

1.3.U
I2: 

Jum
lah Publikasi 

penegakan H
ukum

 
LH

K
  

80 
85 

90 
95 

100 
 

 
 

 
 

S1.P7.K
5.U

K
1.3.U

I3: 
Tersedianya bahan 
kerja pim

pinan 
PH

LH
K

  

12 
12 

12 
12 

12 
 

 
 

 
 

U
K

2: 
K

epegaw
aian, O

rganisasi, dan T
ata L

aksana 
 

 
 

 
 

5,715,000 
2,900,610 

3,071,744 
3,252,977 

3,444,903 

 
S1.P7.K

5.U
K

2.1: 
M

eningkatnya daya 
saing SD

M
 D

irjen 
Penegakan H

ukum
 

lingkungan hidup 
dan kehutanan 

 
 

 
 

 
 

         

 
 

 
 

 
S1.P7.K

5.U
K

2.1.U
I1: 

Tersedianya Polisi 
H

utan, PPN
S, PPLH

  
dalam

 m
endukung 

3175 
3225 

3275 
3325 

3375 
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K
egiatan/U

nit 
K

egiatan 
Sasaran U

nit 
K

egiatan 
Indikator U

nit 
K

egiatan 
T

arget 
R

encana A
lokasi (R

p ‘000) 
2015 

2016 
2017 

2018 
2019 

2015 
2016 

2017 
2018 

2019 
PH

LH
K

 dan SD
M

 
PH

LH
K

 kom
peten  

S1.P7.K
5.U

K
2.1.U

I2: 
Jum

lah PPLH
 

m
em

enuhi kebutuhan 
untuk pengaw

asan  

138 
188 

238 
288 

338 
 

 
 

 
 

 
 

S1.P7.K
5.U

K
2.1.U

I3: 
Jum

lah PPN
S 

m
em

enuhi kebutuhan 
untuk penyidikan 
dalam

 rangka 
penegakan hukum

  

154 
204 

254 
304 

354 
 

 
 

 
 

S1.P7.K
5.U

K
2.1.U

I4: 
Jum

lah SD
M

 PH
LH

K
 

yang m
eningkat 

kom
petensinya  

208 
238 

268 
298 

328 
 

 
 

 
 

S1.P7.K
5.U

K
2.2: 

Tersusunnya Struktur 
O

rganisasi dan tata 
kerja yang 
proporsional, efektif 
dan efisien  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
S1.P7.K

5.U
K

2.2.U
I1: 

Jum
lah U

PT 
penegakan hukum

 
yang efektif dan 
efisien  

51 
77 

5 
5 

5 
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K
egiatan/U

nit 
K

egiatan 
Sasaran U

nit 
K

egiatan 
Indikator U

nit 
K

egiatan 
T

arget 
R

encana A
lokasi (R

p ‘000) 
2015 

2016 
2017 

2018 
2019 

2015 
2016 

2017 
2018 

2019 
U

K
3: 

K
euangan dan U

m
um

 
 

 
 

 
 

5,715,000 
56,205,190 

58,287,772 
60,449,142 

62,692,365 

 
S1.P7.K

5.U
K

3.1: 
M

eningkatnya 
adm

inistrasi 
keuangan D

itjen 
PH

LH
K

 secara 
efektif 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
S1.P7.K

5.U
K

3.1.U
I1: 

O
pini W

TP untuk 
laporan keuangan  

W
TP 

W
TP 

W
TP 

W
TP 

W
TP 

 
 

 
 

 

S1.P7.K
5.U

K
3.2: 

Terselenggaranya 
pengelolaan 
ketatausahaan, 
kerum

ahtanggaan 
dan pengelolaan 
perlengkapan K

LH
K

  

 
 

 
 

        

 
 

 
 

 
 

 
 

S1.P7.K
5.U

K
3.2.U

I1: 
Jum

lah M
anajem

en 
A

set  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S1.P7.K
5.U

K
3.2.U

I2: 
Jum

lah sarana dan 
peralatan LH

K
 

terdistribusi di satker 
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K
egiatan/U

nit 
K

egiatan 
Sasaran U

nit 
K

egiatan 
Indikator U

nit 
K

egiatan 
T

arget 
R

encana A
lokasi (R

p ‘000) 
2015 

2016 
2017 

2018 
2019 

2015 
2016 

2017 
2018 

2019 
dan berfungsi baik 
sesuai dengan N

SPK
  

U
K

4: 
H

ukum
 dan K

erja Sam
a T

eknik 
 

 
 

 
 

5,715,000 
2,900,610 

3,071,744 
3,252,977 

3,444,903 

 
S1.P7.K

5.U
K

4.1: 
Tersedianya 
rancangan aturan  
dan N

SPK
 terkait 

ditjen PH
LH

K
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
S1.P7.K

5.U
K

4.1.U
I1: 

Jum
lah rancangan 

K
ebijakan strategis  

2 
2 

2 
2 

2 
 

 
 

 
 

 
S1.P7.K

5.U
K

4.1.U
I2: 

Jum
lah N

SPK
  

5 
5 

5 
5 

5 
 

 
 

 
 

S1.P7.K
5.U

K
4.2: 

Tersedianya bantuan 
hukum

 D
itjen 

PH
LH

K
 

 
    

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
S1.P7.K

5.U
K

4.2.U
I1: 

Jum
lah bantuan 

hukum
 ditjen PH

LH
K

  
5 

5 
7 

8 
10 

 
 

 
 

 

S1.P7.K
5.U

K
4.3: 

Terselenggarakannya 
kerjasam

a teknis 
dalam

 m
eningkatkan 
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nit 
K

egiatan 
Sasaran U

nit 
K

egiatan 
Indikator U

nit 
K

egiatan 
T

arget 
R

encana A
lokasi (R

p ‘000) 
2015 

2016 
2017 

2018 
2019 

2015 
2016 

2017 
2018 

2019 
efektifitas kegiatan 
PH

LH
K

  
 

S1.P7.K
5.U

K
4.3.U

I1: 
Jum

lah kerjasam
a 

teknis dalam
 negeri 

terkelola  

1 
2 

3 
3 

4 
 

 
 

 
 

S1.P7.K
5.U

K
4.3.U

I2: 
Jum

lah kerjasam
a 

teknis luar negeri 
terkelola  

2 
3 

4 
5 

5 
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